BAB V

KESIMPULAN

Simpulan

Jika dilihat dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Cjr Yaitu putusan yang
menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/permohonan
pemohon atau dengan kata lain gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak
diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara
formil maupun materiil.

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Cjr berkekuatan hukum tetap berarti
putusan itu sudah mempunyai kekuatan mengikat yang positif sebagai yang sudah
benar dan tidak boleh diubah lagi dan pada dasarnya tidak dapat diganggu gugat
lagi dengan cara-cara atau upaya-upaya hukum bias. Isi atau amar dari putusan
tersebut sudah dapat diterapkan dan sudah menimbulkan akibat-akibat hukum.
Oleh karenanya, isi putusan pengadilan itu wajib ditaati oleh para pihak.

Dasar pemberian putusan tidak dapat diterima ini dapat lihat dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo
Putusan Mahkamah Agung RI No0.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo
Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang
menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak
dapat diterima.

Sehingga dalam  penelitian ini  Putusan  Pengadilan  Nomor

53/Pdt.G/2019/PN.Cjr peneliti menilai bahwa putusan hakim yang menyatakan
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bahwa tuntutan ganti rugi terhadap hak Para Penggugat harus dinyatakan tidak

dapat diterima karena adanya cacat formil adalah sudah tepat.
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